
WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAI{ WALI KOTA BATU

NOMOR I ranur zozr

TENTAI{G

PEDOMAIT PEIYYELENGGARAAN PEMBEIJLIARAIT TATAP MI'KA
PADA TITHUN AJARAN 2O2O I2O2I DAIY TAIIUIT AXADEMII(

2O2Ol2U2t DI MASA PAJ{DEMI COROITIA

IIIRUS DISE,AST 2019

UTALI KOTA BATU,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan
bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:

04lKBl2O2O, Nomor: 737lTahun 2020, Nomor
HK.O 1.08/ Menkes /709312O2O, darr Nomor: 42O-

3987 Tahun 2020 teft.ang Panduan Penyelenggaraan

Pembelajaran pada Ta-trun Ajaralr 2O2O l2O2L dalr
Tahun Akademik 2O2O 12021 di Masa Pandemi
Corona uirus Di,seose 2019 (Couid.- 1);

b. bahwa berdasarkan rapat antara Dinas Pendidikan,
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok
Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Ikatan Guru Taman
Kanak-Kanak Indonesia 0GTKI), Himpunan
Pendidikar Anak Usia Duli Indonesia {HIMPAUDI),
Penilik dan Pengawas Sekolah, serta keinginan
mayoritas orang tua siswa, terdapat kebutuhan
pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang
mengalami kendala dalam melal<sarakal
pembelajaran jarak jauh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Wa.li Kota tentang Pedoman

Penyelenggaraar Pembelajaran Tatap Muka pada

DEITGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA



Mengingat

Tahun Ajaran 2020 /2021 darl Tahun Akademik
2O2O /2021 di Masa Pandemi Corona Virus Di.seose

2019;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentarg
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Nega-ra Republik
lndonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20Ol Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undalg-Unda:rg Nomor 20 Tahun 2003 tentarg
Sistem Pendidikan Nasional (l,embaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7A,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (tembaran Negara Republik Indonesia
TaIun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l
Nomor 82, Tanbahan I-emba-ran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar
Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
l,embararl Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaa
l,embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana tetah diubah beberapa kali, terakhir
dengar Undang-Undarg Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undan8 Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (tembaran Negara

Haladd 2 ddi 15 h1E.



Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,

Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

10. Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasar Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelal<sanaal Undang Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar
Perundang-undangan;

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraar Kedaruratar Bencana pada Kondisi
Tertentu (Irmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganarl Corona Vitu-s Di^sease 2019

ICOVID-IE dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

15. Keputusar Presiden Nomor 1l Tahun 2020 tentang
Penetapa-n Keda-rurata-n Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Di-sease 201,9 (COVID-Ig);

16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapar Bencara Nonalam Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana
Nasional;

17. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, teraldir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentaJrg Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

18. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembe[tukaJr Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2O2O tentang Pengendalial Transportasi Dalafr
Rargka Pencegahar Penyeba-ran Corona Virus
Disea.se 2 O 1 9 ICOWL> 1 E,

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2O2O tentang Percepatan Penanganal Corona Vint-s

Disea-se 20 19 di Lingkungan Pemerintal Daerah;

21. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agarna, Menteri Kesehatan, dan
Menteri Dalam Negeri RepubLik tndonesia Nomor:

04lKB/2O2O, Nomor: 737lTahun 2020, Nomor

HK.0 i.08/Menkes /7O9312O2O, dan Nomor: 420-

3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan

Pembelajaran pada Tairun Ajaxan 2O2O 12021 daJ,

Tahun Akademik 2O2O 12021 di Masa Pandemi

Corona uirus Di.sease 2019 (Covid- 19);

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.o1.07/ Menkes / 1O4 /2O2O tentang Penetapan

Infeksi Novel Coronauints (lnleksi 2019-nCoV) sebagai

Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulargannya;

23- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

Hk.o1.07lMenkes/38212O2O tentang Protokol
Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat darl Fasilitas
Umum dalam Rangka Pencegahan da]1 Pengendalian

Corona Virus Disease 2019 (COVID-Lq);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830
Tahun 2020 tentang Pedomar Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corotua viru.s Di-seo-se 2019 Bag)

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Da.larn Negeri darl Pemerintah Daerah;
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25. Keputusan Kepala Badan Nasional PenangBulangan
Bencana Nomor 9.A Talun 2020 tentang Penetapan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13.A Tahun 2O2O ter,taI,g Perubahan atas Keputusan
Kepata Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di lndonesia:

26. Peraturan Daeral Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaal Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Penanggulangal Bencana;

28 Peraturan WaIi Kota Batu Nomor 78 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin da]l Penega.kan Hukum
Penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya
Pencegahan darr Pengendalial Coronq Vint-s Disea,se

2019:
29. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 tentang Tahun

2O2O ter.tan.g Penerapar Disiplin dan Penegakan
Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya
Pencegahan dar Pengendalian Corona Vints Dkeo,se

2019 sebagaiInana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Batu Nomor 2 Tahun 2O2l ter'fang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78
tentang Talun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan

sebagai upaya Pencegahar dan Pengendalian Corona

Vin,,s D'seose 2019;
30. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 79 Tahulr 2O2O

tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif
dan Aman Corona Virus Di.sease 2019;

MEMUTUSKA.N:

Menetapkan

Italaman 5 ddi 15 hift
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BAB I
ItEf,ENTUA.lt UMUI,I

Pasal 1

Dalam Peratural Wali Kota ini yang dimalsud dengal:
l. Daerah adalah Kota Batu.
2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal

urusan pemerintahal oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuar
dengan prinsip otonomi seluas-luasnva dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara RepubUk Indonesia Tahun 1945.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikal Kota Batu.
6- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota

Batu-
7. Satuan TUgas Penangan an Corona Virus Disea.se

2019 dan PemuLihar Ekonomi Kota Batu yang
selanjutnya disebut Satuan T\gas Coui.d-1g adalah
satuan tugas yang dibentuk oleh Walikota,
mempunyai tugas mempercepat penanganan Couid-
l9 dan pemulihan ekonomi.

8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomrsili
dar/atau berkegiatan di Daerah.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelengga,rakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikar.

10. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disebut Tendik
adalah tenagakependidikan yang berkua-lifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan
sebutan Lain yang sesuai dengar kekhususalnya,
serta berpartisipasi dalarn penyelenggaraan
pendidikan.

1 l. Peserta didik adalah mereka yang mengikuti program
pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang
pendidikan tertentu.

12. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah cara merubah
perilaku, gaya hidup, dan kebiasaar dengan tetap
melakukan protokol kesehatan sehingga tetap bisa
produktif dengan tetap mencegah telangkit
Covid.-19.
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13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya
disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang
dipraktekkan atas dasar kesadarar sebagai hasil
pembelajamn, yang menjadikan seseorang, keluarga,
kelompok, atau masyaral<at mampu menolong
dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan
berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan
masyarakat.

74. Corona Vin)s Disea-se 2019 yang selanjutnya disebut
Coui.d-lg adalah penyakit menular yang disebabkan
oleh Seuere Aatte Respiratory SAndrome Corona
Virus-2.

15. Rapid. Test adalah metode skrining awal untuk
mendeteksi antibodi, yaitu Immunoglobulin M (IgM)

dan Immunoglobulin G (IgG), yang diproduksi oleh
tubuh untuk melawarl Couid-Lg.

16. SWAB lesl atau PCR adalah pemeriksaan untuk
mendeteksi adanya Couid .19 dengan cara mengambil
sampel apus da-ri saluran pemafasan, misalnya
hidung dan tenggorokar.

BAB II
MAKSUD DAI{ TUJUAIT

Pasal 2

(l) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai
pedomar dalam melaksanakan penyelenggaraan
pembelajaran tatap muka pada Talun Ajaran
2O2O l2o2r dan Tahun Akademik 2O2O /2021 di
masa pandemi Covid-lg.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran

tatap muka yang aman pada masa Pandemi
Couid-lg, dengan tetap mengedeparkan prinsip
keselamatan dan kesehatan semua peserta didik
dar penyelenggara pendidikan mulai dari
prosedur, tugas, fungsi dan protokol kesehatan;

b. membudayakan PHBS pada peserta didik, tenaga
pendidik, dan kependidikan; dan

c. menjamin penyelenggaraan pendidikan yarg
inklusif dengan mendukung kesetaraan gender

dalam mengakses pembelaja-ran tatap muka
(PIM) dan keberpihakan bagi siswa trrcnyandang
dilabilitas dan memperkuat inklusi sosial.
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BAB III
RUANG LINGKI'P

Pasal 3

Rualg lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. pembelajaran tatap muka (PTM);

b. protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru pada

satuan pendidikan;
c. daftar periksa;
d. pemberial izin;
e. Satuan Tugas Couid- 19 pada saluan pendldikan;
f. pelaksaaaan;
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

h. pendanaan; dan
i. sarksi.

BAB TV

PEMBELAJARA.IT TATA.P MI'XA (PTMI

Pasal 4

(1) Dalarn rangka mewujudkan penyelenggaraaJl
pembelajaran tatap muka yang aman, diberlakukan
Pedoman Pembelajaran Tatap Muka (PIM) pada masa
Pandemi Could- 19.

(2) Pembelajaran Tatap Muka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pembelajaran di dalam ruangan;
b pembelajaran di luar ruangan; dan
c. teknis pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

(PrM).

Pasal 5

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebagaimara dimaksud
dalam Pasal 4 ditetapkan dengal Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan.

Pasal 6

(1) Pembelajaran Tatap Muka (PTM) wajib dihentikan
apabila ditemukal kasus konfirmasi positjf Covid-lg
pada satuan pendidikan dan untuk kemudian
melakukan Belajar Dari Rumah {BDR).

Hdmd a ddi t5 hlo.



(2) Jargka waktu kegiatan BDR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit 14 (empat belas) hari atau
sampai warga sekolah yang positif Couid 19,

dinyatakan sembuh berdasarkal surat keterangan
kesehatan yang diterbitkal oleh L€mbaga Kesehatan
yang berwenarg.

BAB V
PROI!)KOL IG^9EHATA.IT III)APTASI I(EBIASAAN

BARU PADA SATUAN PTNDIDII{AI{

PasEl 7

(1) Protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru antara
lain meliputi:
a. bagi individu yang berada di satuan pendidikan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa
masker yang menutupi hidung dan mulut
hingga dagu;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan
sabun dengan air mengalir atau
menggunakan hand s anitizer,

3. pembatasan interaksi fisik Qthgsiral
distancingli dan

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

b. bagi satuan pendidikar penyelenBgara

Pembelaj aran Tatap Muka (PlM):
1. melal<sanakan sosialisasi, edukasi, dan

penBgunaar trerbagai media informasi untuk
memberikan pengertian dan pemahaman
mengenai pencegahal dan pengendalian
Covi.d.- 19 kepada warga sekolah;

2. mengupayakarr identihkasi (penapisan) darr
pemantauan kesehatan bagi setiap orang
yang akan bera.ktivitas di lingkungan sekolah;

3. mengupayakan pengaturan jagajarak;
4. meLakukan pembersihan dan disinfeksi

lingkungan secara berka.la;

5. melakukan penegakan kedisiplinan terkait
memakai masker, mencuci tangan, menjaga
jarak, menghindad kerumunan (4M) pada

perilaku warga satuan pendidikan yang

berisiko dalam penularan dar tertularnya
Couid. 1C, dar'
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6. fasilitasi deteksi dini dalam penalganan
kasus untuk mengantisipasi penyebaran

Couid. 19.

(2) Setiap aktivitas dalam satuan pendidikan harus
melakukan kewajiban memakai masker, mencuci
tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan
(4M).

(3) Selain melakukan 4M sebagaimana dimaksud pada
ayat l2), p,engelolaan, penyelenggara, atau
penalggung jawab satuan pendidikan dapat
menetapkar protokol kesehatal di lingkungan
masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan merujuk Keputusan
bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia tentarg Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran
2O2O /2021 dan Tahun Akademik 2O2O 12021, di
Masa Pandemi Corona vtnts Disease 20 1 9 (Covi.d 1 9) .

BAB IrI
DA-FTAR PERIKSA

Pasal I

Satuan Pendidikar yang akan menyelenggarakan
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus memenuhi
daftar periksa yang meliputi:
a ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan:

l. toilet bersih dan tayak;
2. sarana cuci tangan pakai sabun dengan air

mengalir atau hand sanitizer yang berada di
depan kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah,
perpustakaan, dan tempat ibadat; dan

3. disinfektan-
b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan;
c. kesiapan menerapkan v'ajib masker;
d. memiliki th.ermogun)

e. memiliki hasil pemetaan warga satuan pendidikan
yarg meliputi:
1. memiliki comorbid tidak terkontiol:
2. tidak memi-tiki akses transportasi yang aman

(menggunakar tanspotasi publik); dan
3. memiliki rix,ayat pedalanan dari daerah dengan

tingkat risiko CoDitl 19 yang tinggi atau riwayat
kontak dengan orang terkonfimasi posltif Corid-
i9 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

Halme 10 ddi 15 hlm.



f mendapatJ<an persetujuan komite sekolah/
perwakilan orang tua/wali.

Pasal 9

Tindakan yang dilakukan agar Pembelajaran Tatap
Muka (PIM) dapat diselenggaralGn sesuai dengan hasil
pemetaaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf e, adalah sebagai berikut:
a. warga belajar comorbid tidak terkontrol maka tidak

dapat mengikuti kegiatan Pembelajarar Tatap Muka
{PlM), selanjutnya peserta didik akan mengikuti
proses pembelajaran dari rumah dar guru serta
tendik sepenuh beke{a dari rumah;

b. peserta didik yang tidak memitiki transportasi
pribadi selama proses pembelajaran tatap muka,
maka Dinas Pendidikan akan mengupayakan
peserta didik dipindahkan ke satuan pendidikan
yarlg dapat diakses tanpa moda transportasi umum;

c. Guru dan Tendik yang tidak memitiki transportasi
pribadi melaksanakan tugas dan fungsinya dari
rumah; da-n

d. warga sekolah yang mengikuti peialanar dari di
4)na merah riwayat kontak dengan orang
terkonfirmasi positif Covid I9 melakukan:
1, isolasi maldiri selama 3 (tiga) hari dan diakhiri

dengan srrab antigen/PCR yang menunjukkan
hasil negatif;

2. isolasi maldiri selama 7 (tujuh) hari dan diakhiri
mengikuti uji rapid Couid-lg darl, menunjukkan
hasil tidak reaktif;

3. isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, dan
diakhiri masa isolasi tidak menunjukkan gejala
Couii-19; d,at

4. biaya swab anwen dall vji rapid Covid- 19
menjadi tanggungan yang bersangkutan

BAB VII
PEMBERIAN IZII{

Pasal 1O

Pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka
di satuan pendidikan dilakukan oleh WaIi Kota setelah
memenuhi daltar periksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan Pasal 9 serta mendapatka.n
rekomendasi Satuan Tugas Couid 19 Kota Balu-

Ha.la.man 11 ddi 15 hlm.



Pa8el I I

(1) Pelaksanaan pen.rnganan Couil' 19 pada satuan
pendidikan dilakukan oleh Satuan Tugas Couid 19
tingkat satuan pendidikar-

(2) Satuan T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepa-la Satuar
Pendid ikan

(3) Satuan Tugas Couid 19 sebagaimana dimal<sud
pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan
Pendidikan-

(4) Satuan Tugas Satuan Pendidikan berkonsultasi,
berkoordinasi, dan meLaporkan hasil pelalsanaan
tuBasnya kepada Satuar T\.rgas Couid-l9 secara

be{enjang, melalui Satgas Covid 19 Dinas
Pendidikan atau Satgas Tingkat Desa.

BA3 VIII
SATUAI{ TUGAS COWD.7g

PADA SATUAN PEITDIDIKAN

BAB IX
PELIII(SA.ITII.AN

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Pembelajaraa Tatap Muka (PIM)

dilakukan secara bertahap, dimulai dan jenjang

SMP/MTS kelas tinggi (kelas 9).

(2) Tahap trerikutnya dapat dimulai setelah talap
sebelumlya terlaksana selama 21 (dua puluh satu)
hari, dan sudal dilalukar eva.luasi oleh Satuan
Tugas Couid- 19 Satuar Pendidikan serta dilaporkan
pada Dinas Pendidikan.

(3) Pelaksaraan Pembelajaran Tatap Muka (PIM) selama

masa pandelni dapat menggunakan kurikulum
khusus/darurat, atau kurikulum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undan8an selarna

masa pandemi.
(4) Untuk memenuhi dar meLaksanakan protokol

kesehatan, Satuan Tugas Couid-19 pada satuan
pendidikar dapat mengatur Pembelajaral Tatap
Muka (PTM) dengan sistem stu_rt.

(5) Jangka waktu setiap shif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), baik jumlah hari daLam seminggu
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maupun jumlah jam belajar setiap hari ditentukan
oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan
kondisi kesehatan dan keselanatan warga satuan
pendidikan.

(6) Evaluasi pembelajaran tatap muka selana masa
pandemic tidak diwajibkan untuk mengeva.luasi

ketuntasan kurikulum.
(7) Evaluasi pembelajaran seba8imana pada ayat (6)

dilakukan dengan:

a. evaluasi pembelajaran dari pendidik, melalui
ulangan harian, dan penilaian tengah semester
(PTS);

b. evaluasi pembelajaran dari satuan pendidikan,
melalui penilaian akhir semester (PAS);

c. eva.luasi diagnostik untuk melihat capaian
pembetajaran setiap siswa di awal semester; dan

d. pelaksanaan evaluasi pembelajaran disesuailan
dengan proses pembelajaran selama pandemi.

Paral 13

Teknis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c,

disusun oleh satuan Tugas Covid- 19 Satuan
Pendidikan yang meliputi:
a. panduan sebelum dan atau saat berangkat ke

sekolah;
b. panduan sewaktu memasuki lingkungan sekolah;

c. panduan pada saat pembelajaran di kelas;

d. panduan setelah selesai pembelajaran;
e. jangka waktu pembelajaran; dan
f. panduan evaluasi pembelajaran.

BAB X
PEMANTAUAIT, EVALUASI, DAI{ PELIIPORA]I

Pasal 14

(l) Dinas Pendidikar melakukan rapid test secara aca-k

pada perwakilan wa-rga satuan pendidikan meliputi
unsur KS, guru, dan peserta didik yang telah
melakukan pembetajaran tatap Duka.

(2) Satuar Tugas Couid-lg satuan pendidikan
melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
pembelajaran tatap muka.

HalaEe 13 dari l5 hln...



(3) Hasil pemartauar dan evaluasi sebagaimala
dimaksud pada ayat (1) dal ayat (2) menjadi bahan
rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditujukan pada Satuan Tugas Courd-l9 sesuai
tingkatan.

(5) Penilaiar keberhasilar pelaksanaan pembelajaran
tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
didasarkan pada kriteria:
a. tingkat kepatuhan warga satuar pendidikan;
b. penekanar jumlah kasus positif Couid-19; dan
c. terclptanya proses pembelajaran yang aman dan

nyaman bagi warga sekoLah sehingga terwujud
keberhasilan pencapaian tu-iuan pembetajaran.

Pasal 15

Dalam pelaksalaan pembelaja-ran tatap muka, orang
tua/wali peserta didik darl komite sekolah turut
berparlisipasi aktif melakukan pemantauan.

Pasal 16

Satuan Tugas CoL,id-Ig satuan pendidikan melaporkan
secala tertulis pelaksanaal hasil tugasnya kepada
Wali Kota melalui Dinas Pendidikan secara berkala.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
Peraturan Wali Kota ini dibebanka,n pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

c. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);dan
d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan perundalg-undangan.

BAB XII
SANKSI

Pasal 18

Pelanggararr terhadap pelaksanaan protokol kesehatan
pada pembelajaran tatap muka dikenakan sanksi

BA3 XI
PENDAI{AAN
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sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batu
Nomor 78 Tahv:t 2O2O tentarg Pererapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan
Sebagar Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corono
Virus Di,sea.se 2019 sebagdilrr'ar.a telah diubah dengan
Peraturan WaLi Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentarg
Perubahan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 79 Taiun
2O2O terrfang Peflerapan Disiplin dan Pe[ega rI Hukum
Penerapan Protokol Kesehatan sebagaj upaya
Pencegalran daj] Pengendalian Coronq Virus Di"seq.se

2019.

BA3 XIII
I(ETEI{TUAI{ PENUTI'P

Pas.*l 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal LS Januai 2O2l

WALI KCYTA BATU,

DEU/ANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggaL 25 Januan 2021
SEKRETARIS DAERAII KOTA BATU,

ZA.DIM EFTISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 6/€
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